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Lampiran 4. Kuesioner masyarakat

Seberapa Apakah kamu [Bagaimana Sebagai apakah kamu
sering kamu | pernah mendengar |tanggapan pendengar memiliki saran
mendengarkan [atau mengetahui |kamu sebagai |apakah kamu | bagaimana cara
Nama dan Umur |radio mengenai Komisi [pendengar sudah menegakkan
komersial  di [Penyiaran ketika mengetahui peraturan dan
Kota Indonesia (KPI)? [mendengarkan |bagaimana penjatuhan sanksi
Makassar? Kalau iya, program siaran | cara untuk |lapabila terdapat
Kalau pernah |bisa dijelaskan yang melapor
mendengarkan, mengandur apabila
unsur 18 mendengarkan
Nur Annisa (20) ':aldlto venusz,kpl yang mengaw?j& kebetulan saya tidak tauuu radionya dikasih skors
r(reisar sama pro gﬂ:ﬂgg;igang ada mendengarkan r_nenyiar saj_a, seperti
Vg horror, tidak menyiar dalam
tanggapanku beberapa hari dulu
kaget dan takut
Ya, lembaga yang| Saya memiliy
mengawasi hal yang | untuk  beralih Harus menindak
_ disiarkan agar dapat | ke  frekuensi tegas dengan
Arda (19) Radio Venus  |dinikmati ~ sesuai| lain,  karena [Belum tahu memberikan teguran
hukum atau | menurut saya maupun sanksi
peraturan yang | bukan hal etis
berlaku atau
mengedukasi
bila
didengarkan
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aenah (19) \r;aezﬁggn arkan KPI merupakan k
. 9 ) lembaga yang memperketat .
radio komersial. bertugas dapat pengawasan tiap
Kadang- kadang mengawasi melaporkan ke | stasiun radio serta
g(ca"nodengarkan jalannya penyiaran |- pusat layanan Imembuat %usat
PRO 2 FM RRI fnea“ljgirna”penﬁgfgﬁ pengaduan  di | daerah
MAKASSAR Televisi website KPI
Bagus-bagus Memberikan teguran
Nur Alamsyah (23) |Sering Pernah saja  selama |lyapp atau pencabutan hak
sesuai target siaran
pendengar
Dara Luthfiah (21) [EBS FM UNHAS [Lembaga yang |Kurang baik, [Belum Sanksi  langsung
mengawasi karena baiknya dilepas izin
penyiaran  apakah Jradio dapat penyiarannya
sudah sesuai [didengarkan
dengan peraturan yg [untuk  semua
berlaku atau belum  Jumur
Dinda Rizky Shafirafagak jarang [lya, setau saya KPI[Saya merasa |Sejauh ini saya
(29) dengarkan radio [merupakan komisi ftidak nyaman, [belum - KP L
komersial, tapi [yang mengawasi [terlebih lagi [mengetahui men503|allsa5|kan.hal-
kalau lagi [jalannya penyiaran |ketika secara baik hal yang semestinya
dengarkan radio |di Indonesia baik itu jpembahasan 18 |bagaimana tidak dilakukan saat
komersial itu |siaran televisi, radio ke atas tiba-tiba [tahapan yang program slaran
ada dari [dan lain sebagainya [nuncul  saat |[sesuai untuk |Perlangsung.
Prambors dan i [dan apabila [mendegarkan melaporkannya, | Selanjutnya, .KPl
juga memberikan
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radio

ditemukan
pelanggaran seperti
berkata kotor

ataupun membahas
sesuatu yang tidak
pantas, maka KPI
memliki wewenang
menegur pihak
penyiaran  tersebut
menggunakan surat
peringatan.

radio bersama

keluarga.

Hal tersebut
juga terjadi
ketika
mendengarkan
siaran horor

yang kebetulan
relate  dengan
yang saya alami
saat sendirian di
rumah, maka
saya menjadi
cemas secara
tiba tiba dan
langsung
memutuskan
untuk
mengganti
frekuensi.

tapi hal yang

terlintas do
kepala saya
adalah untuk

merekam
program  siaran
tersebut sebagai
bukti dan
kemudian
mengirimkan
secara pribadi
kepada media
sosial dari KPI
(misalnya melalui
dm instagram)
atau akun lainnya
seperti email KPI

disertakan
dengan keluhan
seperti konten
tersebut
berpotensi untuk
ditonton oleh
anak-anak yang
belum cukup
umur.

peringatan bahwa jika
peraturan  tersebut
dilanggar maka akan
terdapat sanksi.

- Sanksi tersebut bisa
berupa surat
peringatan yang
terdiri dari 3 tahapan
dengan  jarak 1
minggu dan apabila
hal yang sama masih
terulang, maka KPI
mempunya
kewenangan untuk
membekukan stasiun
penyiaran  tersebut
selama 6  bulan
sampai 1 tahun paling
maksimal sesuai
dengan seberapa
berat dan banyak
pelanggaran  yang
dilakukan.
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MUTIARA  NUR
PARINDINGAN
(21)

1-2x seminggu
(venus,telstar)

lya, lembaga yang
mengawasi
penyiaran

Mungkin ada, tapi
aku nggak nyadar
kali yah

Sejauh
ini
belum
sih, tapi
mungkin
bisa
langsun
g dm ke
akun
sosial
media
KPI ?

Seharusnya ada evaluasi
yang dilakukan secara rutin
kepada pihak penyiaran, dan

mungkin  KPI juga bisa
mensosialisasikan ini
kepada pendengar

bagaimana cara melaporkan
jlka ada radio yang tidak
sesuai dengan pedoman
penyiaran (ibarat netizen).
Kemarin aku baca diberita
pemerintah mau buat
lembaga untuk mengawasi
netizen yah ? Mungkin itu
bisa diberlakukan juga untuk
mengawasi penyiaran" di
indonesia bukan  hanya
siaran radio, untuk sanksi
yakni denda yah ? Itu sudah
oke sih tinggal
dijalanin/ditegakkan aja
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hasanuddin (23) |[EBS FM Unhas KPI adalah belum taudiberikan sanksi  denda
lembaga . Ya | sampai penarikan izin siaran
mengawasi
semua konten
siaran di tv
dan radio
Zhafirah Alda (21) [lya, Delta FM Pernah. Lembaga Mungkin  bisa  dengan
yang mengawasi pembekuan / pencabutan
segala hal yang izin siaran untuk sementara
disiarkan baik _ waktu (sampai waktu yang
melalui TV, radio |- Tidak | telah ditentukan /
hingga film. disepakati)
m. afiq azhari r. (21)tidak terlalu sering [suatu lembaga melarang
tapi pernah; 99.6 yang menetapkan penyiaran/melakukan  ban
FM; an-nasihah |aturan- aturan terhadap pihak pelanggar
(lupa pada tayangan di| belum | 4an menindaklanjut
frekuensinya) indonesia tindakan tersebut
zen (21) jarang. delta smflembaga yang |kaget sih pasti diblokir? atau dihapus
prambors sih mengatur karena belum programnya
penyiaran di |tentu yang dengar
indonesia radio itu cmn org
dewasa. jadi [pelum
mungkin KPI bisa
lebih bijak dalam
menyiarkan
program
siaran
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dengarkan radio
komersil kalau lagi

di mobil aja, biasa

dengar iRadio,
Prambors, Venus
dan telstar
tergantung

signalnya yang

ada dan lagu yang

diputar saat itu apa

pernahh. jadi
Komisi Penyiaran
Indonesia itu
adalah  lembaga
yang menaungi
seluruh penyiaran
yang ada di
Indonesia. jadi KPI
ini yang mengatur
apa- apa sajayang
bisa tayang di
penyiaran, apa
yang dilarang,
bagaimana sistem
penyiarannya dan
lain-lain

mungkin
tergantung
pembahasannya
saat itu apakah
menurut saya itu
bisa menjadi
positif (seperti
berita- berita dan
penambahan
wawasan) atau
hanya bisa
menjadi negatif
(hal-hal yang

berdampak pada
mental dan pikiran
pendengar)

belum
tahuuu

mungkin hal ini sudah
ditetapkan sistemnya di
KPI sendiri. tapi menurut
saya salah satu caranya
adalah menindaki dengan
tegas setiap radio yang
melanggar peraturan yang
berlaku seperti
dilakukannya beberapa
teguran namun jika masih

terjadi  maka ditindaki
dengan mencabut izin
penyiarannya agar

mendapatkan efek jera
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Wafaa  Zaahidah|Delta FM, [Pernah, tapi lebih Mungkin harus lebih masih

(19) Prambors, Venus |identik ke dari langkah awal seperti
(biasanya Penyiaran di edukasi dan sosialiasi pada
streaming sih, jadi [televisi. KPI yang setiap radio komersil terkait
kadang denger yg [membuat aturan kebijakan  yang berlaku.
luar makassar) dan menjaga agar Kemudian diberlakukan pula

penyiaran di pengawasan secara rutin
Indonesia  terus serta penegakan aturan yg
berjalan  dengan tidak pandang bulu.

lancar dan aman. |- Belum tahuu

KPlI juga vyang
melakukan proses

sensor dan
penyeleksian
program mana
yang dapat
disiarkan dan
tidak.

Jihan Aisyah (22) [Jarang Pernah, lembaga Menurut saya perlu
pengawasan meningkatkan kesadaran
dalam penyiaran masyarakat serta  untuk

. sanksinya mungkin dapat
- Tidak diberikan sanksi
teguran
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Izzatul
R. (21

Nur Wahid

sering, UKM
Radio Kampus
EBS FM Unhas

KPI adalah
lembaga yang
berwewenang

atas seluruh
penyiaran di
indonesia baik itu
media cetak, sperti

surat kabar,
majalah, dan
artikel. selain itu
KPI juga
berwewenang

atas siaran  di
media TV dan
radio serta
penyebaran

informasi di media

tersebut.

tidak ada

belum tau tapi
mungkin pasti
ada SOP atau
prosedur dalam
hal tersebut

diberikan

peringatan  dulu
karena telah
melanggar  kode
etik siaran, setelah
itu bru mungkin
bisa di banned
medianya
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Ihnaya S (20) \Venus KPI merupakan Belum Penegakan
lembaga negara peraturan bisa
yang dibentuk dilakukan dengan
untuk  mengatur pengawasan,
dan  mengawasi monitoring, dan
penyiaran di review bahan siar
Indonesia. secara berkala.

i Sementara
penjatuhan sanksi
bisa dilakukan
setelah
berkoordinasi
dengan pihak KPI.

Ayi (19) jarang banget [KPI ya sesuai belum saya lebih baik

dengerin, namanya dicegah dulu sih,
biasanya tapi [bergerak coba lebih banyak
dengerin dibidang sosialiasi dari
prambors penyiaran peraturan yang
makassar sih apapun dalam hal |- ada tapi kalau

mengawasi tetep dilanggar, sp

1 aja teguran lewat
surat secara baik-
baik dan

diam
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Andi Arhaida Arief
(22)

Kadang-kadang
dengar venus sih
atau delta

iya, setau aku..KPI
itu adalah 1
lembaga yang
mengawasi setiap
apa yang
dilakukan oleh

stasin tv atau radio
dalam

ya kadang seru
kadang juga tidak,
tergantung konteksnya
lagi

tidak

datangi  langsung
untuk tiap bulannya

menjalankan
programnya
Nailah Nur Azizahlcukup  sering, [komisi penyiaran [sebenarnya mungkin [melapor ke kpid|Sejauh ini karena
(20) mendengarkan |indonesia adalah |kurang etis, mengingat [provinsi saya rasa
prambors, komisi yang |yang mendengar |setempat, bisa faturannya pun
telstar, dan delta JImemonitoring program siaran tidak [secara langsung [belum diketahui
fm komisi penyiaran, |bisa dipaksakan [ataupun lewat[secara luas oleh
seperti memantau [rangenya untuk hanya [aplikasi masyarakat, lebih
konten yang [dapat didengarkan baik aturan
diberikan oleh [oleh masyakarat 18 lamanya
lembaga tahun ke atas. sangat disosialisasikan
penyiaran (televisi [berpotensi untuk lagi terlebih dahulu.
dan radio) ke |didengar oleb jikalau nantinya
masyarakat sesuai [masyarakat 18 tahun terdapat
dengan aturan [ke bawah dan menurut kekurangan  pun
yang ada saya hal seperti itu baru dapat
terlihat tidak baik diberikan saran
mengenai hal
tersebut
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memberikan

KPI memiliki salah teguran tertulis
. . satu tugas Yyaitu kepada radio
Nabilah Faigah (21) \F;(rae:]rgé)ors, mengawasi - belum terkait,pembekua
penyiaran  yang n kegiatan
ada di Indonesia siaran, bahkan
pencabutan
izin siaran.
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